BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

bahwa  Ketentuan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Barito Utara;

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan reses Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara,
maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



10.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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13.

14.

15.

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam  Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/
Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah
Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang

17.

18.

19.

20.

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun
2010 tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 69);

21.Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2020 Nomor 13);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito

Utara

(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 13) diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 38 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

gk L

o

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Bupati adalah Bupati Barito Utara.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap
warga negara Republik Indonesia yang melamar, lulus seleksi, diangkat dan
dipersiapkan untuk menjadi PNS sesuai dengan ketentuan Perundang-
Undangan yang berlaku.
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20.

21.

22.
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24.

25.

26.

27.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu
guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja
antara tenaga yang bersangkutan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran, termasuk tenaga ahli DPRD Kabupaten Barito Utara.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan
organisasi.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok
jabatan tinggi pada instansi pemerintah, terdiri dari JPT Utama, JPT Madya,
dan JPT Pratama.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi
pemerintah.

Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi
pemerintah, dengan jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah
terdiri atas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana.

Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat
Pelaksana.

Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan, yang
selanjutnya disingkat UPTD /UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas
adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah
Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota
dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju,
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam
negeri.
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Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan
yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah
yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-
undangan.

Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT, adalah Surat Perintah
untuk melaksanakan suatu tugas yang ditanda tangani oleh pejabat yang
berwenang.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah
Surat Perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah
Tugas.

Uang harian perjalanan dinas adalah penggantian biaya keperluan sehari-
hari bagi pelaksana perjalanan dinas yang menjalankan Perintah Perjalanan
Dinas di dalam negeri yang dapat digunakan untuk makan, transport lokal
dan uang saku.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
yang sah.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
(pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan
keluar wilayah Kabupaten Barito Utara.

Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah
PPK PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Hari adalah hari kalender.

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a),
sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Sewa/charter kendaraan air/darat untuk perjalanan dinas jabatan dapat
dilakukan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat
diperlukan mengingat sifatnya yang sangat mendesak atau terbatasnya akses
transportasi umum.

Sewa/charter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai
berikut :

a.
b.

C.

sewa/charter perorangan berlaku untuk Tingkat A;
sewa/charter untuk Tingkat B berlaku paling sedikit untuk 2 (dua) orang;

sewa/charter untuk Tingkat C berlaku paling sedikit untuk 3 (tiga) orang;
dan

sewa/charter untuk Tingkat D berlaku paling sedikit untuk 4 (empat)
orang.



(22)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

9)
(10)

(11)

(12)

Sewa/charter perorangan kendaraan air/darat dapat diberikan bagi
Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dalam
rangka reses yang dilaksanakan pada lokasi tujuan yang tidak tersedia fasilitas
layanan angkutan umum air dan/atau darat.

Sewa/charter untuk wakil-wakil ketua DPRD dan anggota DPRD dapat
diberikan apabila telah mendapat persetujuan dari Ketua DPRD dengan
terlebih dahulu mengajukan Nota Pertimbangan.

Sewa/charter untuk tingkat C dan D sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ dan huruf d dapat diberikan apabila telah mendapat persetujuan dari
Kepala PD masing-masing dengan terlebih dahulu mengajukan Nota
Pertimbangan.

Dalam hal Kepala PD tidak berada ditempat maka Persetujuan Sewa/charter
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan oleh Asisten Administrasi
Umum Sekretaris Daerah.

Biaya Sewa/charter kendaraan air/darat yang dilaksanakan secara rombongan
dalam suatu tim/rombongan dibayarkan kepada Pimpinan Rombongan.

Satuan biaya sewa/charter kendaraan darat dan sungai untuk perjalanan
dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah adalah biaya riil.

Kwitansi Sewa/charter kendaraan darat dan sungai sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas ditempel pada
kertas kosong dan dibawahnya bertuliskan “bahwa saya/kami bertanggung
jawab penuh atas kwitansi dan sewa/charter tersebut”.

Pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan pribadi.

Biaya transport perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibayarkan secara perseorangan sebesar
standar biaya transport sesuai tempat tujuan dengan melampirkan surat
pernyataan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi tanpa melampirkan
bukti pengeluaran.

Format surat pernyataan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pertanggungjawaban sewa/charter kendaraan darat/air dibuktikan dengan :

a. nota pertimbangan sewa/charter kendaraan darat/air, dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. persetujuan sewa/charter dari pejabat yang berwenang, dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. berita acara sewa/charter antara kedua belah pihak, dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

d. kwitansi biaya sewa/charter kendaraan darat dan sungai yang dikeluarkan
oleh pengusaha/penyedia jasa angkutan darat/sungai dan Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH
Diundangkan di Muara Teweh

pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 40




